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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Rumusan Kamar Perdata Khusus pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 

yang secara langsung menyatakan pengajuan permohonan pailit dan PKPU 

terhadap Pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak dapat dibuktikan 

secara sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU sesungguhnya 

telah bertentangan dengan UUK dan PKPU. Hal ini dikarenakan ketentuan pada 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah membatasi adanya pengajuan permohonan 

pailit dan PKPU kepada pihak Pengembang apartemen dan/atau rumah susun. 

Lebih lanjut, prinsip dari pembuktian sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) 

seharusnya merupakan beban bagi pemohon (Kreditor) untuk membuktikan di 

persidangan bahwa permohonan pailit ataupun PKPU yang diajukan dapat 

dibuktikan secara sederhana kepada hakim. Selanjutnya hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara tersebutlah yang dapat memutuskan apakah permohonan 

pailit ataupun PKPU tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara 

sederhana. Namun pada ketentuan Rumusan Kamar Perdata Khusus pada 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, sudah memutuskan terlebih dahulu 

bahwa pengajuan permohonan pailit dan PKPU terhadap Pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun tidak dapat dibuktikan secara sederhana tanpa 

melalui proses-proses persidangan terlebih dahulu. Selain itu, Rumusan Kamar 

Perdata Khusus pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melanggar Pasal 32 jo. 

Pasal 79 UU MA serta Penjelasannya dikarenakan SEMA tersebut mengatur 

sesuatu yang menyangkut pengaturan hak warga negara dalam mengajukan 

upaya hukum dalam Kepailitan dan PKPU. Mengingat SEMA tidak memiliki 

kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya sebatas 

edaran yang dibentuk oleh pimpinan MA berupa petunjuk, teguran ataupun 
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peringatan dan keberlakuannya hanya mengikat bagi badan peradilan 

dibawahnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian diatas, hal ini 

menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah mereduksi UUK dan 

PKPU. Namun pada sudut pandang lainnya, menurut hemat Penulis, 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum sebagai dasar MA mengeluarkan 

pengaturan untuk menghindari adanya ketidakadilan yang dialami para pembeli 

apartemen dan/atau rumah susun dengan membatasi pengajuan permohonan 

pailit dan PKPU kepada pihak Pengembang apartemen dan/atau rumah susun 

adalah dirasa tepat bagi penulis. Pembatasan tersebut menyebabkan 

penyelesaian permasalahan utang piutang antara Debitor yakni Pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun dengan Kreditornya hanya dapat dilakukan 

dengan gugatan perdata umum. Atas hal tersebut, menjadi bias dalam perspektif 

hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan karena hal ini akan membuat 

kebingungan masyarakat yang mencari keadilan 

5.2  Saran 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 

2023 secara jelas dan nyata telah bertentangan dengan UUK dan PKPU, namun 

ketentuan yang dimaksud oleh SEMA yang dikeluarkan MA tersebut dapat 

melindungi para pembeli apartemen dan/atau rumah susun agar terhindarnya 

unit-unit para pembeli apartemen dan/atau rumah susun masuk ke dalam boedel 

pailit akibat adanya sita umum, maka menurut hemat Penulis, UUK dan PKPU 

yang pada saat ini berlaku, perlu untuk dilakukannya perubahan terhadap 

beberapa pengaturan dalam UUK dan PKPU untuk menyesuaikan dengan apa 

yang terjadi dalam praktik pengadilan. Hal ini dapat dilakukannya legislative 

review oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengkaji kembali UUK dan 

PKPU. 
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